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PROVINSI KALIMANTAN TENGAII

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2OI4

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015

DENGAN RA}IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di
Daerah diperlukan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan
Tahun 201.5;
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2A15, disusun secara konkrit dan sistematis -berdasarkanhasil Musyawarah Perencanaan Pembangun'an Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Barito Selatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
182O);

Undang-L{ndang Nomor 28 Tahun Lggg Tentang
PenyelengAraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tatrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a728);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa37l; sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aSaa\

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLt tentang
Pembenfukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SaZ\;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2OO0 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4201). sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2AU Nomor IST
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor lO4
Tahun 2OOO tentang Dana Perimbangan, Lembr"."r, Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 2OL Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$il;

Peraturan Pemerintah Nomor 1o8 Tahun 2ooo rentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AAO Nomor 2Ag, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +O2T);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2Lo, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO_28);

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2OOS Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 1CI4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20OS Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 2l rahun 2oo7 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2ao4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a578);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Thhun 2OOZ
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengeloraan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2oLl tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 200g
Tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 1 Tahun
2or3 Tentang organisasi dan Tata satuan Kerja perangkat
daerah Kabupaten Barito selatan ( lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan ?ahun 2}lg nomor 1 )

Peraturan Daerah kabupaten Barito selatan Nomor 4 Tahun
2ol2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 207l-2016
(Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol2 |

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCAT{A KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH I{ABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periodl r (satrl) tahun
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5' Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatansebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyetenggaraan
Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito SelatanTahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam
menJrusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2o1s.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daeratr untuk perioae s
{lima) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2ol5 disusun dengan sistematika sebagai berikui :

BAB I.

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pendahuluan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKpD Tahun Lalu dan
Kinerj a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Capaian

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

Pasal 4

Isi beserta uraian Rencana Keda Pembangunan Daerah (RKpD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam-Lampiran peraturan Bupadirri Ar,merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.



Pasal 5

PenSrusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKpDl Kabupaten Baritoselatan Tahun 2015 akan dilaksanakan oleh Tim p;"yrJ"*, R.r."rna Kerja
EHltfiHtr Daerah {RKPD} vans ditetapkan derigan Keputusan Bupati

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini murai bertaku pada tanggal diuadangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
5:i:*.'"' 

dengan penempatannva dalam Berita oaerlr. 
-x-uupat 

n Barito

Ditetapkan di Buntok
2AM
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YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal I I;*1, 2A14
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